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ABSTRACT

Lacking of women delegation level in local legistilative assembly is not different with women representative manifestation for the national stage. The difference of regional characteristic does not show the influence to the level of woman delegation to parliament. The problem of woman delegation in local legistilative assembly of West Sumatra province is very determined from the process of recruitment which is carried out in the stage of political party of election participant of 2004. In major the attention and concentration level of political party in West Sumatra to political rights for woman are very insufficient. It can be seen from the position and level of woman legislative candidate at temporary list of legislative member candidate in election of 2004. The problems of woman position marginalization do not only desisted until there, neither in the structure of local legistilative assembly of West Sumatra nor pay attention the woman position 
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam menanggulangi berbagai tindakan diskriminasi terhadap perempuan, masyarakat internasional seperti yang terwakili dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di semua negara. Tekad ini antara lain dapat diketahui melalui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948). Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 dengan jelas dinyatakan bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut, yang berbunyi:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan”.

Sementara di dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut, menyebutkan:

 “Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya”.

Konvensi Internasional yang memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan antara lain adalah Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR)), Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention for the Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW)), dan lain-lainnya.

Konvensi-konvensi tersebut di atas merupakan positivikasi terhadap perlindungan hak-hak asasi perempuan yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional dan sekaligus menunjukkan keseriusan masyarakat internasional dalam upaya mencegah, menanggulangi dan mengakhiri segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia seutuhnya.

Didorong rasa tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak asasi perempuan, pemerintah Indonesia turut serta dengan masyarakat internasional memperjuangkan hak-hak asasi perempuan, dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional. Konvensi internasional yang sudah diratifikasi antara lain adalah :

1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita Tahun 1952 menjadi Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958.

2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.
3.  Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. 
Di samping meratifikasi berbagai konvensi internasional tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap perempuan. Positivikasi perlindungan hak-hak asasi perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut pertama-tama dapat dilihat dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian di dalam Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan, bahwa :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 mengatakan :

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan bunyi UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat bahwa UUD 1945 tidak membedakan  laki-laki dengan perempuan. Hal itu tercermin dari bunyi awal kalimat, yang selalu menyebutkan “Segala warga negara, “Setiap orang”, Setiap warga negara”. Permasalahannya adalah bahwa apa yang sudah dirumuskan di dalam UUD 1945 tersebut  di dalam praktek penyelenggaraan negara tidaklah demikian. Kaum perempuan masih saja termarjinalkan baik dalam kehidupan rumah tangga, bidang politik, pemerintahan, maupun dalam mendapatkan pekerjaan.

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengkaitkan issu gender dengan proses demokratisasi adalah  sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh  karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar.

Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan berbagai upaya. Terhadap hal ini, muncul keinginan agar representasi perempuan di lembaga DPR ditingkatkan. Keinginan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga DPR didasarkan pada pengalaman di masa yang lalu bahwa representasi  perempuan di DPR sangat minim sekali. Melalui Tabel di bawah ini dapat diketahui tentang representasi perempuan di DPR-RI, sebagai berikut :
PROSENTASE PEREMPUAN DI DPR
DARI MASA KE MASA

	Jenis kelamin
	Perempuan
	Laki-laki

	Periode
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%

	1950-1955 (DPR Sementara)
	9
	3,8
	236
	96,2

	1955 – 1960
	17
	6,3
	272
	93,7

	Konstituante : 1956-1959
	25
	5,1
	488
	94,9

	1971-1977
	36
	7,8
	460
	92,2

	1977 – 1982
	29
	6,3
	460
	93,7

	1982 – 1987
	39
	8,5
	460
	91,5

	1987 – 1992
	65
	13,0
	500
	87,0

	1992 – 1997
	65
	12,5
	500
	87,5

	1997 – 1999
	54
	10,8
	500
	89,2

	1999 – 2004
	45
	9,0
	500
	91,0

	2004 – 2009
	11
	10,7
	550
	89,3


Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Para aktivis perempuan dan organisasi perempuan di Indonesia tidak mengenal lelah dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk mengingatkan pemerintah Indonesia agar memperhatikan himbauan CEDAW. Himbauan para aktivis perempuan agar pemerintah memperhatikan CEDAW baru mendapat perhatian yang serius di Dewan Perwakilan Rakyat setelah era reformasi. Salah satu himbauan CEDAW yang dimaksud adalah  menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan melakukan tindakan affirmatif. Tindakan Affirmatif  ( affimative actions ) adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender selama ini
.  
Berkat perjuangan gigih Organisasi perempuan dan aktivis perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dan koalisi perempuan anggota parlemen, di tengah berseminya alam demokrasi dan keterbukaan di Era Reformasi, secara menagerial implementasi tindakan itu dicoba melalui pencalonan anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU.No.12 Tahun 2003). Pasal 65 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2003 tersebut mengatakan :
Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan Umum dengan memperhatikan keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya 30%.

Bertalian dengan  pencantuman dengan “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan umum di dalam Pasal 65 ayat (1) UU.No.12 Tahun 2003 ternyata ada yang pro dan kontra. Kelompok yang pro beranggapan, ketentuan untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30% dianggap sebagai suatu kemenangan dalam memperjuangkan hak-hak asasi perempuan di lembaga legislatif. Melalui jumlah 30% untuk calon perempuan diharapkan dapat menambah jumlah perempuan di lembaga legislatif.  Namun di pihak yang kontra berpendapat, bahwa pencantuman tersebut adalah suatu hal yang mubazir, dan justru bertentangan  dengan prinsip yang dianut oleh UUD 1945, yang tidak membedakan antara perempuan dengan laki-laki.
 Ketentuan itu juga bertentangan dengan prinsip demokratisasi sebagaimana saat ini sedang diperjuangkan di Indonesia.

Bertalian dengan perjuangan pemberdayaan  perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat melalui sistem kuota, penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam suatu penelitian dengan judul “Suatu Kajian Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ”.  

2. Rumusan Masalah

Kondisi parlemen di Indonesia yang cenderung memarginalkan peran dan kontribusi dari kaum perempuan merupakan langkah mundur yang mesti mendapat perhatian bersama. Dalam tataran ini, peningkatan peran perempuan di lembaga legislatif tidak saja ditentukan dari besaran perhatian dalam bentuk peraturan yang mendukung kiprah perempuan, namun juga harus dibarengi sebuah kebijakan yang mampu mendorong jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang dari sisi kuantitas.

Persoalannya menjadi semakin rumit karena sistem pemilu dan kelembagaan legislatif memperhatikan posisi (quantitas) perempuan tidak secara jelas (sumir). Faktor-faktor yang menjadi kendala terjadinya persoalan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lagi.

TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai hak asasi manusia sesungguhnya bukanlah merupakan suatu masalah atau bukan merupakan suatu hal yang baru, sebab masalah hak asasi manusia itu telah ada sejak manusia itu ada dan akan berakhir apabila manusia itu telah tiada. Kondisi seperti itu terjadi dikarenakan hak asasi manusia itu melekat dalam diri manusia. Di dalam  Preambule Perjanjian Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang dirumuskan oleh PBB  dikemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inherent padanya karena dia adalah manusia
. 

Berdasarkan batasan yang dikemukakan di dalam Preambule Perjanjian Internasional ini dapat dikemukakan bahwa hak asasi manusia  ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak-hak ini juga dianggap “universal”, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.

Hakekat dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan  antara lain mengisyaratkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang politik. Artinya,  bahwa setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan dapat mengambil bagian dalam bidang politik. 

Jika prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan dikaitkan dengan pelaksanaan hak politik perempuan, ternyata ada semacam kontraversi. Kontraversi ini muncul oleh karena kaum perempuan selalu termarjinalkan dalam menyalurkan aspirasinya. Kiprah perempuan dalam menyalurkan hak politiknya masih saja di bawah bayang-bayang laki-laki.Hak politik perempuan dimaksudkan antara lain adalah hak bagi perempuan untuk ikut dipilih dalam pemilihan umum dalam duduk diparlemen (DPRD). Tujuannya  adalah untuk memperjuangkan hak-haknya melalui lembaga DPRD tersebut.  Artinya, perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perlindungan kaum permpuan. 

Perlunya kaum perempuan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, oleh karena banyak kebijakan yang diambil selalu merugikan kaum perempuan. Issu tentang keikutsertaan perempuan dalam membela hak-haknya disebut dengan isu gender. Gender adalah perspektif, oleh karenanya konstruksi gender berangkat dari perspektif perempuan.

Dalam membahas mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori, yaitu: teori Nurture, dan teori nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari 2 konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium. Secara rinci teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Nurture

Menurut teori Nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai proletar.  Bagi kaum perempuan tidak ada pilihan lain kecuali dengan perjuangan menyingkirkan penindas demi untuk mencapai kebebasan dan persamaan, hal ini dikenal dengan konsep sosial konflik.

b. Teori Nature

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (instinct). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing.

c. Teori Equilibirium (keseimbangan)

Di samping kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibirium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktur fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan bersama guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

Kerangka  pikir sebagaimana disebutkan di atas, yakni teori hak asasi manusia,  konsepsi negara hukum, teori demokrasi dan teori gender akan dipergunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Keempat teori ini akan dielaborasi terhadap permasalahan yang diajukan.

METODE PENELITIAN
1. 
   Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk penulisan ini adalah bersifat yuridis-empiris, yaitu bahwa dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
.

2. 
   Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Selaras dengan tipe penelitian yaitu yuridis-normatif, maka data yang diperoleh pada dasarnya melalui studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menunjang data kepustakaan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan studi atau penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara terhadap responden yang terdiri dari :

· Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat.

· Bagian Pemberdayaan Perempuan Pemprov Sumatera Barat.

· Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Barat

· Anggota DPRD Sumatera Barat.

· LSM Perempuan.

· Partai Politik
3. 
Analisis Data
Data penelitian yang telah dikumpulkan atau diperoleh dengan cara seperti diuraikan di atas adalah data deskriptif atau data kualitatif dan tidak dalam bentuk bilangan atau data kuantitatif atau statistik. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. 
Pengantar
Salah satu peluang yang semakin terbuka lebar bagi kaum perempuan di era otonomi daerah ini adalah, kesempatan untuk terjun dalam dunia politik praktis sebagai sebuah bentuk dari pengakuan atas Hak-Hak Asasi sebagai manusia maupun dalam konteks sebuah hak dan kewajiban sebagai seorang warga Negara. 

UUD Negara kita telah menjamin adanya kebebasan dan persamaan hak dalam  meng-aktualisasikan dirinya sebagai warga Negara, sebagaimana yang tercermin dalam pasal 28A s/d 28J. Dalam konteks yang sangat luas, diskriminasi berdasarkan perspectif apapun menjadi sangat tabu dilakukan, termasuk diskriminasi jender dalam dunia politik.

Dalam UU NO. 12 Tahun 2003 tantang Partai Politik, khususnya pada pasal 65 ayat (1), telah disebutkan bahwa partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan untuk dapat duduk di kursi legeslatif, baik di DPR, DPD, DPRD Tingkat I maupun DPRD Tingkat II. Kebijakan ini, walaupun belum menyentuh subtansi ideal sebagaimana yang diharapkan karena sifatnya yang masih berupa “himbauan”, sudah sepatutnya harus dilihat dalam kerangka kaca mata yang positif. Sebagai sebuah bentuk perjuangan, maka sudah barang tentu hal ini merupakan langkah awal sebagai entry point untuk mencapai pengakuan yang komprehensif dan utuh.

Kaum perempuan harus berani tampil dalam dunia politik praktis yang selama ini identik dengan dunia laki-laki. Penguasaan terhadap sektor-sektor publik harus dilakukan melalui tahap-tahap demokrasi dengan memandang persaingan yang sehat sebagai sebuah keniscayaan kehidupan. Hanya kaum perempuan sendirilah yang tahu masalah-masalah yang berkaitan dengan mereka, sehingga dalam setiap kebijakan public seharusnya memperhatikannya juga kepentingan kaum perempuan sebagai bagian dari objek kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, kita harus banyak belajar dari kaum perempuan di Swedia, dimana partisipasi kaum perempuan di parlemen mencapai 40% sehingga komposisi anggota parlemen antara yang laki-laki dengan perempuan, relatif berimbang.

Pengalaman di parlemen Swedia memperlihatkan bahwa, keterlibatan kaum perempuan di sektor-sektor publik secara cukup signifikan, telah membawa perubahan yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan dan tingkat kesejahtaraan masyarakat. Keterlibatan kaum perempuan di sektor publik ini lebih ditujukan untuk memperbaiki kinerja institusi publik. Data UNDP tahun 2002, memperlihatkan bahwa ketika Peru melakukan re-strukturisasi birokrasi pemerintahannya dengan memasukkan 30% perempuan ke dalam struktur baru, maka tingkat korupsi secara signifikan turun pula sebesar 30%.

JUMLAH PEREMPUAN YANG DUDUK DI LEGISLATIF
HASIL PEMILU 2004

	DPR
	DPD
	DPRD Tingkat I

	10,7
	21%
	9%

	550
	128
	1.849


Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Dengan  berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004  baik Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota menganut ajaran rumah tangga yang seluas-luasnya, sehingga tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi saling tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah dan antara Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kewenangan yang sebanyak-banyaknya antara dua susunan pemerintahan daerah tersebut.

Adanya dua susunan pemerintahan daerah yang masing masing mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya perlu diatur hubungan kewenangan antara dua susunan daerah itu.

Hubungan kewenangan  antara Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang baru diatur dalam UUD yaitu setelah adanya UUD 1945 Amandemen Kedua. Pengaturan sebelumnya hanya ditetapkan dalam UU pemerintahan daerah yang telah berkali-kali mengalami penggantian, terakhir dan saat ini yang berlaku adalah UU Nomor 32 Tahun 2004
.  

Menurut Bagir Manan
 Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen  lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan  mandiri di daerah yang demokratis. Lebih lanjut mengatakan bahwa asas dekonsentrasi adalah instrumen sentralisasi, karena itu sangat keliru kalau ditempatkan dalam sistematik pemerintahan daerah yang merupakan antitesis dari sentralisasi.

Dengan demikian hubungan antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten dan Kota yang merupakan badan hukum publik yang berdiri sendiri, namun demikian bukan berarti terlepas sama sekali atau berdiri sendiri yang mempunyai kedaulatan akan tetapi kedaulatan tetap berada pada pemerintah pusat.

Secara sederhana, bagan struktur DPRD Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini;
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2. Hambatan yang dihadapi

Secara demografis jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki; demikian juga pemilih perempuan jumlahnya lebih besar daripada pemilih laki-laki. Pada saat ini representasi perempuan bahkan menurun sehingga tidak proporsional dengan jumlah penduduk dan pemilih perempuan yang ada. Dengan demikian jika laki-laki over-represented maka perempuan under-represented di arena perpolitikan formal di Indonesia.

Tuntutan demokrasi modern, agar komposisi anggota lembaga perwakilan yang terpilih merefleksikan komposisi masyarakat yang diwakilinya, menunjukkan perlunya representasi langsung dan keberadaan perempuan di arena pengambilan keputusan publik, bukan sekedar disuarakannya aspirasi dan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Partai politik merupakan lembaga yang menjadi penghubung antara rakyat dengan negara. Partai politik juga merupakan saluran penting lewat mana wakil-wakil rakyat dapat diseleksi dan terpilih masuk ke dalam lembaga perwakilan. Namun memasuki tahun ketiga setelah pemilu 1999 terjadi penurunan drastis tingkat kepercayaan rakyat pada partai politik dan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif pada saat ini.

Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik dan terlalu mendominasi perpolitikan pada saat ini. Sementara itu banyak keprihatinan, nilai, kepentingan, aspirasi dan prioritas perempuan yang membentuk lebih dari separuh warganegara dan penduduk di negeri ini diabaikan. Nilai, aspirasi, kepentingan, keprihatinan, dan prioritas perempuan yang berbeda dari laki-laki perlu lebih disuarakan untuk mengimbangi dominasi nilai, aspirasi, kepentingan dan prioritas laki-laki dalam perpolitikan di negeri ini pada saat ini.

Dalam budaya dan praktek politik yang sangat patriakis, tanpa penerapan kebijakan afirmatif maka pemilihan umum hanya akan melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Telah terbukti jika jumlah representasi perempuan di arena politik dan dalam proses pengambilan keputusan signifikan maka perempuan bisa membuat perbedaan dan mereka bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil.

Studi tentang tingkah laku minoritas menunjukkan diperlukan minimum adanya 30% wakil kelompok agar sebuah kelompok dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau membuat aliansi-aliansi diantara berbagai kelompok. Di dalam wilayah publik yang didominasi laki-laki jika jumlah perempuan ada di bawah angka strategis 30% tersebut maka perempuan akan sekedar menjadi dekorasi politik, atau berubah menjadi atau seperti laki -laki.

Meskipun perempuan Indonesia adalah mayoritas penduduk negeri ini, dan telah telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian, namun representasi mereka di lembaga-lembaga politik masih amat sangat rendah. Di parlemen nasional, jumlah total politisi perempuan hanya 9.2% dari seluruh anggota parlemen - ini jauh lebih kecil dari persentase mereka pada periode terdahulu yakni 12.5%. Sejarah mencatat bahwa representasi perempuan di lembaga-lembaga legislatif selalu di bawah 10%. Tingkat keterwakilan tertinggi pernah dicapai antara tahun 1987-1992, manakala jumlah politisi perempuan di parlemen mencapai 13%. 

Di lembaga legislatif lokal, jumlah itu bahkan lebih kecil lagi, yakni 5% dari total anggota DPRD I, dan kurang 1% dari total anggota DPRD II. Keadaan di lembaga eksekutif tidak jauh berbeda. Meski saat ini Indonesia dipimpin seorang presiden wanita, ternyata di kabinet hanya ada dua orang menteri wanita, yakni Menteri Perdagangan dan Menteri Negara Urusan Wanita, yang terakhir ini hanya menteri tanpa portfolio.

Pada umumnya menteri-menteri wanita itu hanya memegang pos-pos ‘ringan’ seperti Urusan Wanita atau Kesejahteraan Sosial. Sejarah Indonesia mencatat hanya tiga menteri wanita yang pernah menguasai bidang-bidang yang lebih ‘berat’ ketimbang dua pos di atas: di masa pemerintahan Soekarno pernah ada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pekerjaan Umum semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan sekarang Menteri Perdagangan di masa pemerintahan Megawati.

Di samping itu, representasi kaum perempuan pada posisi-posisi puncak pengambilan keputusan di semua departemen negara juga sangat rendah. Meskipun kaum perempuan adalah mayoritas pegawai negeri di departemen-departemen besar dan penting seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri, kebanyakan mereka hanya menduduki posisi birokrasi menengah ke bawah. Sebagian besar jabatan eselon (eselon 1 dan 2) dipegang oleh lelaki. Keadaan yang sama berlaku juga di daerah: di negara sebesar ini hanya ada tiga gubernur wanita dan tiga kepala daerah tingkat dua.

Para elit politik di tingkat nasional dan lokal cenderung menyepelekan rekomendasi untuk mengambil kebijakan yang berupa langkah tegas untuk meningkatkan representasi kaum perempuan. Mereka cenderung menyikapi kebijakan itu sebagai gerakan diskriminasi terhadap kaum pria, dan yang lebih buruk lagi, mereka menganggapnya sebagai sebuah permainan kalah menang (zero-sum-game) untuk ‘merebut’ lembaga-lembaga politik dari tangan kaum lelaki. Banyak pula pihak yang percaya bahwa peningkatan kuantitatif partisipasi politik perempuan itu akan berdampak pada berkurangnya kualitas partisipasi politik kaum pria.

Rendahnya representasi kaum perempuan di lembaga-lembaga politik berdampak sangat buruk terhadap kehidupan perempuan Indonesia. Sebagian besar kebijakan atau produk hukum yang langsung mempengaruhi kehidupan perempuan dibuat oleh kaum lelaki yang tidak berempati maupun memahami pengalaman hidup kaum perempuan. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa negara Indonesia memiliki tingkat kematian ibu yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN – kondisi yang amat memprihatinkan mengingat status negara Indonesia dianggap lebih maju dibandingkan Kamboja atau Laos, yang merupakan dua negara anggota ASEAN termiskin.

Meskipun demikian, hingga sekarang belum juga ada kebijakan khusus dari Kementrian Kesehatan untuk mengatasi persoalan itu, misalnya dengan mengalokasikan anggaran tertentu untuk meningkatkan kesehatan ibu sebelum melahirkan, atau pelayanan kesehatan selama maupun pasca persalinan bagi ibu-ibu dari kalangan ekonomi lemah.

Untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan di atas, perlu segera disusun strategi yang terpadu dan efektif untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan:

1. Pertemuan untuk saling bertukar pikiran di kalangan organisasi masyarakat mandiri yang memperjuangkan kepetingan perempuan. Sebelum merancang strategi, organisasi-organisasi itu perlu bertemu untuk membahas isu-isu yang ada, dengan maksud memantapkan pendekatan dan strategi yang akan ditempuh. Berbagai perbedaan strategi dan perspektif perlu ditolerir dan dipandang memperkaya pembagian tugas para aktivis organisasi itu. Pertemuan koordinasi itu juga harus melibatkan aktor-aktor lokal. Pertemuan-pertemuan yang sama juga dapat dilanjutkan di tingkat propinsi, sehingga kelompok diskusi itu nanti dapat menetapkan strategi yang paling sesuai dengan kondisi setempat.

2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh perempuan yang berpotensi memimpin.  Perlu dibuat database tokoh-tokoh wanita yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di tingkat nasional dan lokal. 
3. Meningkatkan kapasitas perempuan untuk menduduki posisi pimpinan. Menggelar berbagai lokakarya dengan muatan kurikulum khusus yang dirancang untuk memperkuat kualitas kepemimpinan perempuan, terutama kemampuan mereka untuk bekerja dalam organisasi politik dan lembaga publik. Mereka perlu disadarkan bahwa mereka akan berkecimpung di dalam suatu lingkungan politik yang pada umumnya bersikap tak bersahabat dengan kehadirannya. Kurikulum lokakarya itu dapat disusun berdasarkan konteks khusus, dan mencakup studi-studi kasus atau situasi tertentu yang kemungkinan besar akan dihadapi para peserta di kemudian hari.  
4. Menyusun draft perundangan yang memungkinkan dilakukannya affirmative action. Produk hukum paling strategis yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah yang berkaitan dengan parpol dan pemilihan umum.
5.  Melakukan lobi secara asertif ke gedung parlemen Suatu gerakan lobi yang terencana dan efektif harus dilakukan oleh organisasi masyarakat mandiri, LSM dan anggota parlemen sendiri jika mereka sungguh-sungguh menghendaki perubahan nyata. 
6. Membentuk sebuah kaukus atau jaringan kerja di kalangan para pendukung perjuangan. Jaringan kerja lintas sektoral harus disusun, demi membentuk aliansi yang stabil sehingga memperkuat dan menjamin kelangsungan gerakan yang dilancarkan. Jaringan kerja itu dapat disusun di kalangan para aktor pendukung gerakan, baik yang dari gedung parlemen, organisasi sosial, akademisi, organisasi keagamaan, serta media. Jaringan kerja ini harus mengagendakan pertemuan strategis secara reguler dan menjaga kontak antar sesama anggota.
7. Kampanye di media. Kampanye media dapat digunakan sebagai alat yang efektif selama proses legislatif berlangsung. 

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Masalah keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat amat ditentukan dari proses rekrutmen yang dilakukan di tingkat partai politik peserta pemilu 2004. Secara mayoritas, perhatian dan tingkat kepedulian partai politik di Sumatera Barat terhadap hak politik perempuan amat minim. Ini dapat dilihat dari tingkat dan posisi nama-nama caleg perempuan pada Daftar Calon Sementara anggota legislatif pada pemilu 2004. Masalah marginalisasi posisi perempuan tidak hanya terhenti sampai disana, dalam struktur DPRD Sumatera Barat juga tidak memperhatikan posisi perempuan.

2. Dengan pemahaman sedemikian maka aspirasi, kepentingan, kebutuhan, atau prioritas perempuan tidak dapat sekedar diperhitungkan dalam dalam proses pengambilan keputusan (oleh para pembuat keputusan), perempuan harus merepresentasikan dirinya sendiri dan menyuarakan aspirasi, kepentingan, kebutuhan dan prioritasnya sendiri di dalam arena pengambilan keputusan. Untuk itu perempuan harus diintegrasikan ke dalam politik dan bersama-sama dengan para politisi laki-laki ikut mendefinisikan realitas politik.
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